BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sengketa
1. Pengertian Sengketa Perkebunan
Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain. Dengan istilah lain dapat
didefenisikan sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik
yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari defenisi diatas, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku
pertentangan antara dua orang atau lebih yadg dapat menimbulkan suatu
akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu
diantara keduanya.

Adapun sengketa perkebunan merupakan pertentangan atau konflik
khususnya di bidang perkebunan yang berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-
organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dalam hal ini yang menjadi
objek sengketa adalah perkebunan kelapa sawit.*

Dari definisi sengketa perkebunan diatas terdapat beberapa bentuk

sengketa yang sering dijumpai yakni:




a. Sengketa di bidang perkebunan dalam batas tanah perkebunan

b. Sengketa di bidang kepemilikan

c. Sengketa di bidang pengelolaan

d. Sengketa di bidang pertanahan {lahan) berkaitan dengan hasil lahan.

Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan diatas maka yang
menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini adalah sengketa di bidang
pertanahan atau lahan perkebunan antara masyarakat sebagai pemilik
sekaligus pengelola yang telah membuat bentuk penyelesaian konflik dengan
PT yaitu Agro Sarimas Indonesia di Kecamatan Kempas Kabupaten

Tembilahan Riau.

2. Unsur-unsur yang Melatarbelakangi Sengketa Perkebunan
Adapun beberapa tipologi sengketa di bidang perkebunan yang marak
menjadi perhatian dimasa ini adalah:

a. Pendudukan tanah perkebunman atau non perkebunan atau tanah
kehutanan dan atau tanah aset Negara/pemerintah, yang dianggap
tanah terlantar;

b. Tuntutan pengembalian tanah perkebunan atas dasar ganti rugi yang
belum selesai, mengenai tanah-tanah perkebunan, non petkebunan,

tanah bekas tanah partikelir, bekas tanah hak Barat, tanah kelebihan



¢. Tumpang tindih status tanah perkebunan atas dasar klaim bekas
eigendom, tanah milik adat dengan bukti girtk, dan atau Ferponding
Indonesia, tanah obyek landreform dan lain-lain;

d. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenat sengketa tanah
perkebunan.

Beberapa faktor pemyebab sengketa tanah perkebunan yaitu:

1). Persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk
meningkat

2). Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan
pemanfaatan tanah

3). Tanah terlantar

4). Pluralisme hukum tanah

5). Persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan
pemilikan tanah

6). Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah

7). Reformasi

8). Sistent peradilan

9). Lemahnya sisitem administrasi pertanahan

3. Beberapa Aspek Perkebunan Kelapa Sawit

a. Aspek ekonomi

Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang
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cukup cerah sebagai sumber devisa.’ Disamping itu minyak kelapa sawit
merupakan bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai di seluruh
dunia, schingga secara secara langsung dalam perckonomian bahwa minyak
kelapa sawit dapat menyokong perekonomian untuk rakyat Indonesia.
Keberadaan perkebunan kelapa sawit juga mampu menciptakan kesempatan
kerja yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hal ini yang akan mendorong pemerintah Ind(;nesia untuk menjadikan
komoditas kelapa sawit sebagai salah satu industri non migas yang handal.
Bagi Pemerintah Daerah komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup
penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka peluang
kerja yang besar bagi masyarakat sefempat yang berada di sekitar lokasi
perkebunan yang dengan “sendirinya akan meningkatkan Kkesejahteraan
masyarakat.

Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Propinsi Riau tercatat
memiliki hasil yang cukup tinggi dalam bidang perkebunan kelapa sawit,
sebagai tanaman utama perkebunan rakyat serta sebagai komoditi utama
perkebunan besar yang dikelola oleh pengusaha perkebunan baik sebagai
Perkebunan Besar Swasta Nasional/Asing ataupun PIR-Bun (perusahaan inti
rakyat perkebunan) dan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya).
b. Aspek Sosial Budaya Perkebunan Kelapa Siwit.

Pembangunan sebagai proses kegiatan yang berkelanjutan memiliki

dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Dampak terscbut meliputi -
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perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap ekosistem, yaitu
terganggunya keseimbangan lingkungan alam dan kepunahan serta
keanekaragaman hayati (biodiversity).

Terhadap kehidupan masyarakat, dapat membentuk pengetahuan dan
pengalaman yang akan membangkitkan kesadaran bersama bahwa mercka
adalah kelompok yang termaginalisasi dari suatu proses pembangunan atau
kelompok yang disingkirkan dari akses politik, sehingga menimbulkan respon
dari masyarakat yang dapat dianggap mengganggu jalannya proses
pembangunan.

Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan
masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif
didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan, schingga terjadi
perimbangan kekuasaan (power sharing) antara pemerintah dan masyarakat.

Dalamhal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan
implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak
pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak
kepada pengusaba dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki
kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan
nasional.’

Masyarakat Provinsin Riau, terutama wilayah kabupaten lebih banyak
melakukan kegiatan ekonomi dibidang perkebunan kelapa sawit yang menjadi

dasar ekonomi dan budaya masyarakat dalam kehidupan sosial. Pembangunan
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perkebunan yang terjadi di wilayah tersebut berdasarkan sistem pertanian
modern merupakan cikal bakal terjadinya perubahan dalam pola budaya
terutama dalam kebiasaan masyarakat dalam bercocok tanam.

Di lain pihak budaya gotong royong dan kebersamaan yang telah
terbangun akan menjadi terancam menjadi individual dan partisan. Hal ini
yang' mengakibatkan timbulnya konflik antara perusahaan perkebunan dengan
masyarakat. Pada sisi lain, kita dihadapkan dengan persoalan konflik antara
pengusaha perkebunan sawit dan masyarakat, serta persoalan-persoalan

lingkungan hidup.

b. Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain, hidro-
orologi, penyimpan sumberdaya genetik; pengatur kesuburan tanah hutan dan
iklim serta rosot (penyimpan, sink) karbon. Hutan juga berfungsi sebagai
penyimpan keanekaragaman hayati.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak besar bagi penduduk
Indonesia umumnya, khususnya masyarakat Riau. Perluasan petkebunan
kelapa sawit telah m?qgalqpqqcap pemindahan lahan dan sumberdaya,
perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistsm setempat.’

Lingkungan menjadi bagian yang sahgat rawan terjadi perubahan ke arah
rusaknya lingkungan biofisik yang terdegredasi serta bertambabnya lahan

kritis, apabila dikelola secara tidak bijaksana.
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Aspek lingkungan mempunyai dimensi yang sangat luas pengaruhnya
terhadap kualitas udara dan tetjadinya bencana alam seperti kebakaran, tanah
longsor, banjir dan kemarau akibat adanya perubahan iklim global. selain
perubahan lingkungan serta iklim global akan berpengaruh juga terhadap
ekosistem yang ada di dalamnya, misalnya musnahnya kealamian hutan serta
hewan dan tumbuban secara alami karna ada penebangan hutan untuk
dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Kemudian apabila dibandingkan dengan dampak positif perkebunan
kelapa sawit untuk perekonomian lebih menonjol di bandingkan dengan
dampak negatifiya. Dampak positif adalah berupa meningkatnya
pertumbuhan ekonomi di bidang perkebunan yang membawa kesejahteraan

bagi pengelola maupun pemilik perkebunan kelapa sawit.

4. Dampak serta Peraturan’yang mendasari Pembangunan Perkebunan Kelapa
Sawit
a. Fkspansi perkebunan Kelapa sawit memiliki dampak-dampak besar bagi
penduduk Indonesia.
Perluasan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan pemindahan
lahan dan sumber daya, serta terjadi perubahan luar biasa terhadap
vegetasi dan ekosistem setempat, penanam modal besar dan infrastruktur

baru, perpindahan penduduk dan pemukiman, transfortasi besar ferhadap
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Pengelolaan yang cenderung sektora-l dan kurang terkoordinasi sering
kali disebabkan adanya perbedaan bahkan konflik kepentingan antara
pihak-pihak terlibat di dalamnya. Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan
dalam komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Di beberapa daerah di Indonesia kelemahan-kelemahan itu telah
menjadi ancaman serius terhadap kelestarian sumberdaya alam.

b. Beberapa peraturan perundangan yang sudah mengatur tentang perkebunan
adalah:

1. Undang-Undang:
a). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;

b). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya (lembar Negara Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan
Lembar Negara Nomor 3419) berisi tentang aturan-aturan dan dasar
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Meliputi perlindungan
terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman
jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, peran serfa rakyat
dalam kegiatan konservasi;®

c). UU No. 12 Tahun 1992 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa
sistem perkebunan harus didasarkan pada pemanfaatan berkelanjutan
dan mencegah kerusakan;

d). UU NO. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
e). UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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f). UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
g). UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

2. Peraturan Pemerintah:

a). PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

b). PP No. 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan AMDAL;

¢). PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

d). PP No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;

€). PP No. 4 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau

Pencemaran Lingkungan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan
atau Lahan;

f). PP No. 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial.

3. Keputusan/Peraturan Setingkat Merteri: _
a). Keputusan Menteri Kehutanan No 353/kpts-ii/1996 tentang Penetapan

Radius/Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang,
Waduk/Danau, Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan
. Hutan Lainnya;
b). Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep -056 Tahun 1994 tentang
Pedoman Mengenai Dampak Penting;
c). Keputusan Menteri Kehutanan No. 260/kpts-ii/1995 Petunjuk Tentang
Pencegahan Kebakaran Hutan;
d). Keputusan Dircktur  Jenderal Perkebunan Indomesia  No.

38/KB.10/SK.DJBUN/05-95 tentang Petunjuk Teknis Pembukaan
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). PerMen LH No. 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL;

f). PerMen LH No. 28 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan Wajib Dilengkapi dengan AMDAL;

g). KepMenHutBun No. 376 Tahun 1998 tentang Kesesuaian Lahan yang

Cocok ntuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit;

h). Kep Pres No. 32 Teghun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

B. Bentuk serta Permasalahan yang Timbul dalam Pengelolaan Perkebunan

Sawit di Riau

1. Permasalahan secara amum

Secara umum berbagai permasalahan di perkebunan kelapa sawit

dalam alur potensi konflik di perkebunan kelapa sawit adalah:

a.

Pengadaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak memperhatikan
hak-hak masyarakat adat dan hak-hak masyarakat setempat;
Pembagian lahan untuk kebun plasma kelapa sawit tidak adil, tidak
transparan dan tidak sesuai dengan janji serta kesepakatan maupun
aturan yang ada;

Kompensasi lahan tidak jelas, kalaupun ada tidak memadai;

Pencntuan beban kredit tanpa melibatkan petani plasma secara
partisipatif;

Petani plasma tidak dilibatkan secara sistematis dalam proses

penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) sehingga harga TBS fidak
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f Masyarakat setempat tidak mendapat kesempatan untuk mengisi
lapangan kerja yang tersedia di kebun inti dan pabrik pengolahan.

g. Infrastruktur jalan poros dan penghubung menuju kebun plasma tidak
mendapat perhatian pemeliharaan oleh perusahaan dan pemerintah;

h. Penempatan letak kebun plasma tidak sesuai dengan lahan yang
diserahkan;

i. Konflik sosial baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun
masyarakat dengan pemeﬁnbah, dan masyarakat dengan sesama
anggota masyarakat lainnya;

j. Pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik dan bahan kimia yang
digunakan dalam perkebunan kelapa sawit tethadap air sungai, tanah
dan udara.

k. Pihak perusahaan tidak menghormati dan melaksanakan hukum' adat

setempat maupun hukum negara.

2. Prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit menurut Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945
a. Prinsip bidang perkebunan scbagai sumber daya alam
Sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang
Maha Esa agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan
berkelanjutan bagi sebesar-besamya kescjahteraan rakyat, baik generasi

sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam

a4 _a. ~1.L Trrmnenn -



17

pemanfaatannya baik sebagai modal alam (stock resources) maupun
komoditas (product) harus dilakukan secara Dbijaksana sesuai dengan
karakteristiknya.”

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarmya
kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi
kepada konmservasi sumber daya alam (natural resource oriented) dan
pemanfaatan secara berkelanjutan (sustainable use) untuk menjamin
kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam,dengan menggunakan
pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Pengelolaan sumber daya alam diselenggarakan berdasarkan prinsip-
prinsip berkelanjutan, keadilan, dan demokrasi. Diantara prinsip-prinsip
tersebut adalah:

1). Prinsip keberlanjutan meliputi aspek-aspek  kelestarian,
kehatihatian, perlindungan optimal keanekaragaman hayati,
keseimbangan, dan keterpaduan;

2). Prinsip keadilan meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat,
pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, pluralisme

hukum, dan perusak membayar.
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3). Prinsip demokrasi meliputi aspek-aspek transparansi, kebangsaan
dan negara kesatuan, desentralisasi, HAM, dan akuntabilitas
publik.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan pengelolaan
kelapa sawit dilakukan dengan pendekatan yang memadukan ekosistem darat,
pesigir dan laut, termasuk pulau-pulan kecil dengan masyarakat dan
kebudayaaannya dalam konteks ruang dan tidak terikat pada batas-batas
adminisiratif wilayah.

Pendekatan ini diterapkan mengingat luasnya wilayah Indonesia yang
terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, sumber daya alam yang khas sebagai
wilayah tropis, serta beragamnya sistem pengelolaan kelapa sawit yang ada di
masyarakat. '°

Pendekatan kawasan (bioregion) dalam pengelolaan sumber daya alam
diperlukan untuk pengelola sumber daya alam yang sesuai dengan
karakteristik dan daya dukung sumber daya alam dan tidak semata-mata
didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan namun juga di pedesaan
yang mengala_mi proses pengelolaan perkebunan.

Manfaat dari digunakannya pendekatan bioregion untuk daerah dan

instansi/departemen sektor yang terkait dengan sumber daya alam adalah:
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3. mengembangkan potensi dacrah (berdasarkan informasi inventarisasi);

4. meningkatkan koordinasi;

5. mengkongkritkan kerjasama antar daerah;

6. melakukan pencadangan sumber daya alam untuk keberlanjutan (srock

resources);

7. memudahkan pengawasan, penegakan hukum (law enforcement) di
areal perkebunan yang luas;

8. menggunakan scbagai dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan perkebunan;

9. memberikan insentif :

10. mendorong investasi;

11. meningkatkan pendapatan (income net negara)

Sedangkan manfaat untuk pelaku bisnis sumber daya alam
perkebunan kelapa sawit dengan pendekatan bioregion ini adalah:
1. kepastian usaha;
2. menghindari biaya tinggi (pungutan yang fidak jelas/ganda,
konflik sosial);

3. kejelasan mang lingkup hak dan tanggungjawabnya;
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Negara menguasai sumber daya alam antuk dimanfeatkan bagi
sebesar besarnya kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan dan daya dukung-ckesistem.

Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk
mengatur pengelolaan sumber daya alam dibidang perkebunan dengan
mengakui dan menghormati hubungan hukum antara masyarakat dengan
sumber daya alam.

Penguasaan negara terhadap sumber daya alam scbagaimana
dimaksud dalam ayat ini bukan berarti milik negara melainkan untuk
mengatur keadilan, keberlanjutan, -dan fungsi sosial sumber daya alam
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara juga
dimaksudkan untuk menghilangkan pemusatan penguasaan oleh seseorang
atan sckelompok orang atas sumber daya alam, yang dapat mengancam
tercapainya kesejahteraan rakyat dan hilangnya fungsi sumber daya alam.
Pada dasamya bahwa hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber
daya alam tersebut sebagian telah ada sejak sebelum Republik Indonesia
berdiri seperti hak ulayat."

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang
berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit di daerah, Pemerintah Daerah
berwenang:

| a. Merumuskan program
_ b. Melaksanakan koordinasi;

' Hesibumn, H, A. 2005, Prospek Perkembangan Kelapa Sawit Melalii Koperasi dalam
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¢. Melakukan pemantauan dan pengawasan;

d. Melakukan upaya-upaya pencegahan konflik.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan sumber daya
alam, pemerintah daerah berupaya untuk:

a. Mencegah adanya usaha-usaha monopoli atas sumber daya
alam baik yang dilakukan perorangan, kelompok masyarakat
maupun badan usaha swasta atau pemerintah;

b. Mendorong produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya
alam dalam perkebunan untuk menjamin kemakmuran dan
peningkatan harkat dan martabat hidup masyarakat;

¢. Menjamin pemenuhan hak generasi sekarang maupun generasi
mesa depan, laki-loki dan perempuen, untuk menguasai dan
memanfaatkan samber daya alam perkebunan yang secara
berkelanjutan;

d. Memberikan jaminan sesial bagi masyarakat yang tidak
menguasai sumber daya alam tetapi beketja dalam usaha-usaha
pemanfaatan sumber daya alam;

€. Memperluas kesempatan berussha, melakukan pemberdayaan,
mengembangkan kapasitas kelembagaan, dan memberikan
_perlindungan sesial kepada masyarakat yang hidupnya
tergantung pada sumber daya alam;

f. Menjamin keberlangsungan daya dukung ckosistem, fungsi
sumber daya alam dan linglamgan hidup.
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Dalam pengelolaan symber daya alam perkebunan khususnya
kelapa sawit, pengelolah w4jib:

a. Mempertahankan, memelihara, dan melindungi fungsi sumber daya
alam dan ckosistemnya

b. Memberikan informasi yang berkaitan ﬂengan pc;ﬁgelolaan sumber
daya alam;

c. Mencegah terjadinya penurunan kualitas ekosistem sumber daya
alam;

d. Mencegah, menanggulangi dan memulibkan kerusakan sumber daya
alam dan cl':osistf:mj:lya;l2

e. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam}

£. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam pemanfaagagt

sumber daya alam.

3. Kebijakan Pembangunan Perkeboman Kelapa' Sawit Berkelanjutan di
Provinsi Riau
Asas yang menjadi dasar diselenggarakannya Rancangan Peraturan
Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di
Provinsi Riau , yang terkait dengan asp¢k lingkungan adaldh:
a. Azas kelestarian dan berkelanjutan;
* b. Azas keadilan dar kesctaraan;

c. Azas demokxuasi;
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d. Azas transparansi;

¢. Azas kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda;
f. Azas kehati-hatian dini;

g. Azas eko-efisienst;

h. Azas perlindungan optimal atas keanekaragaman hayati;
i. Azas perusak membayar;

j- Azas pengakuan hak masyarakat adat.

Untuk tujuan mencegah terjadinya potensi kerusakan, mengurangi
dampak kerusakan, memperbaiki dan memulihkan dampak negatif terhadap
lingkungan biofisik dan sosial, dengan tetap melakukan penataan,
pengembangan, pemeliharaan pemanfaatan, serta pengawasan, agar
pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat terus berlanjut secara lestari
sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau
khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Konsep yang sudah digambarkan dalam pengelolaan lingkungan
perkebunan kelapa sawit adalah berupa konsep mengembangkan
pembangunan bérkelanjutan, yang menyempurnakan konsep pembangunan
berwawasan lingkungan. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera
pula menjalar dan mempengaruhi kebijakan hukum lingkungan di seluruh
Indonesia, termasuk Provinsi Riau.

Beberapa azas di atas merupakan adopsi dari prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Masing-masing azas memperhatikan posisi
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pertimbangan perlindungan daya dukung lingkungan dengan kepentingan
pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip saling kefergantungan ini yang
harus diadopsi dan diterjemahkan dalam tataran praktis dalam RAPERDA dan
turunannya tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di

Provinsi Riau.

4. Arah Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang
Berkelanjutan di Provinsi Riau
Arah kebijakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan di Provinsi Riau yang terkait dengan aspek lingkungan
adalah:

a. Pembukaan areal hutan untuk perkebunan kelapa sawit harus
sesuai dengan ambang batas dan daya dukung lingkungan, serta
memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;

b. Dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, untuk semua
kelompok masyarakat, memberikan kesempatan yang sama dan
memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang
rentan;

c. Memberikan serta melindungi hak dan akses masyarakat atas
sumber daya alam di dalam dan di sekitar areal perkebunan;

d. Seluruh proses perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan

. T - 3 _a b Vb amcsnwnlias
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. Harus memperhatikan kesatuan wilayah ckosistem dan
karakteristiknya serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan
mengambil resiko kerusakan terhadap lingkungan yang seminimal
mungkin;

. Pemanfaatan dan pengolahan hasil perkebunan harus dilakukan
secara efisien dengan meminimalkan dampak negatif terhadap
lingkungan;

. Harus melindungi keanckaragaman hayati dan tidak memsak
ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan
sosial ekonomi budaya masyarakat lokal;

Harus menginternalisasikan biaya-biaya kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan dan memperhitungkan dalam biaya produksi
atau harga produksi yang dihasilkan;

Melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan perkebunan kelapa
sawit yang berkelanjutan, sesuai hukum adat yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat,

Memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola
sumber-sumber kehidupan yang secara nyata menurut hukum adat

setempat masih berlaku dan dikuasainya.”

1 Karama, A.S,2005. Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Mensejahterakan, dikutip dari
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Sasaran dalam aspek lingkungan yang hendak dicapai dalam
Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengelolaan Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau adalah:

a. Terwujudnya pra kondisi pengelolaan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan yang dapat diterima oleh berbagai pihak;

b. Tetap dipertahankannya keanekaragaman hayati dan lingkungan
sosial yang tefap terjaga dalam keseimbangan meskipun terjadi
konversi fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan
perkebunan;

¢. Terkendalinya pemanfaatan Jahan perkebunan kelapa sawit yang
berwawasan lingkungan yang dilakukan baik oleh masyarakat
maupun pengelola lain;

d. Tercapainya pemulihan dan pengendalian fungsi ekosistem yang
berubah dan tercapai keseimbangan baru yang tetap menjaga
keberadaan keanckaragaman hayati secara berkelanjutan;

e. Terciptanya mekanisme perencanaan, pengelolaan, perlindungan
dan rehabilitasi, serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan
perkebunan kelapa sawit yang tetap berorientasi pada kelestarian
dan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan;

f. Terwujudnya tata kelola yang baik dan penguatan kapasitas
kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah Riau dalam

mrnmnnalaln maskahirnan balama connt coanare harl-alaninfans
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g. Tercapainya perbaikan kondisi sostal, ckonomi, budaya,.
masyarakat lokal dan adat yang lebih baik, serta meningkatnya
peran serta masyarakat, dalam pengelolaan perkebunan kelapa

sawit yang berkelanjutan.

5. Perencanaan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Adapun bentuk dan fungsi dari perencanaan pengelolaan perkebunan
kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
harus dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pengusaha maupun masyarakat lainnya;

b. Dokumen perencanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus
menyediakan informasi kepada para pihak lainnya, terkait dengan
aspek lingkungan dalam bahasa yang mudah dipahami;

. ¢. Dokumen perencanaan dan seluruh aspek pengelolaan perkebunan
kelapa sawit harus dapat diakses oleh publik, kecuali beberapa
informasi yang memenuhi syarat sebagai dokumen rahasia yang tidak
bisa diakses oleh publik;

d. Pengelola perkebunan kelapa sawit harus memenuhi seluruh
persyaratan untuk memperoleh fjin pengelolaan perkebunan sesuai

dengan peraturan pemerintah Indonesia, terkait aspek lingkungan, baik
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. Pengelola perkebunan harus mempunyai ijin dan hak yang legal untuk
mengelola areal perkebunan dan tidak ada konflik lahan dengan
masyarakat atau pihak lain di atasnya;

. Rencana penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tidak
mengurangi hak legal atau membatasi hak adat masyarakat setempat,
yang ditunjukkan dengan persetujuan pendahuluan tanpa paksaan/free
prior inform consent (FPIC);

. Semua prosedur operasi dalam aspek lingkungan terdokumentasi
dengan baik, yang akan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi;

. Semua aspek yang berkaitan pengelolaan di perkebunan dan
pengolahan di pabrik, termasuk penanaman kembali yang mempunyai
dampak terhadap lingkungan harus direncanakan dengan seksama;
Dalam rencana pengelolaan harus memuat rencana konservasi dan
perlindungan terhadap spesies yang langka, terancam punah serta
habitat yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terdapat dalam
arcal perkebunan atau dapat dipengaruhi oleh tanaman perkebunan
atan pabrik pengolahan industri kelapa sawit, yang dibuat secara
tersendiri;

Persiapan lahan tanaman unfuk perkebunan tidak diperbolehkan
menggunakan api (dibakar), kecuali dalam kondisi tertentu, seperti

tertuang dalam ASEAN Guidelines;
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l. Assessment dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif dan
partisipatif harus dilakukan oleh pihak independen, scbelum
pembukaan perkebunan yang baru, sebelum melakukan penanaman,
perluasan areal penanaman, yang hasilnya harus diintegrasikan dalam
rencana pengelolaan;

m. Survei tanah dan topografi harus dilakukan sebelum pembukaan lahan
perkebunan baru dan hasilnya diintegrasikan dalam rencana

pengelolaan.*

6. Bentuk Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di
wilayah Riau baik yang dilakukan oleh pihak masyarakat, koperasi,
maupun pihak PT adalah sebagai berikut:

a Memelihara kesuburan tanah dan apabila memungkinkan
meningkatkan kesuburan pada tingkat tertentu yang dapat
menjamin hasil yang optimal dan lestari;

b. Meminimalkan dan mengontrol erosi dan degradasi tanah di ar&l
perkebunan;

¢. Memelihara kualitas dan ketersediaan air tanah dan air permukaan;

d. Menerapkan teknik yang terintegrasi dalam menangani hama,

nanual-it corts nanvaharan onooios hnlbran acll vrana conaat fmsvroifne
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. Penggunaan bahan-bahan kimia tidak boleh mengganggu

kesehatan masyarakat.

. Tidak menggunakan pestisida, kecuali yang terdapat dalam dafiar

Petunjuk Praktek Pengelolaan yang Baik. Bahan kimia yang
dipergunakan harus dalam kategori WHO termasuk tipe IA atau
IB, atau terdapat dalam daftar Konvensi Internasional;

Menerapkan dan mengkomunikasikan rencana kesehatan dan

keselamatan;

. Semua staf, pekerja, kontraktor dan para pihak yang terlibat dalam

pengelolaan perkebunan kelapa sawit harus menjalani pelatihan
dalam bidang lingkungan sesuai dengan peran dan fungsinya dalam

organisasi pengelolaan.

. Semua aspek yang berkaitan pengelolaan di perkebunan dan

pengolahan di pabrik, termasuk penanaman kembali yang
mempunyai dampak terhadap lingkungan yang harus

diimplementasikan;

i. Konservasi terhadap spesies yang langka, terancam purah serta:

habitat yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang terdapat
dalam areal perkebunan afau dapat dipengaruhi oleh tanaman
perkebunan atau pabrik pengolahan industri kelapa sawit harus

dilaksanakan;

k. Semua limbah baik di areal perkebunan maupun - industri
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(reduced), bisa didaur ulang (recycled), digunakan kembali (re-
used) dan dibuang (disposed) dengan lebih bertanggungjawab.

l. Membakar limbah produksi tidak diperbolehkan;

m. Memaksimalkan penggunaan energi yang efisien dan penggunaan
energi yang bisa diperbaharui;

n. Penanaman yang eckstensif di lahan yang mempunyai kemiringan
yang sangat curam atau di tanah marginal dan rentan longsor harus

dihindari.

7. Pemantauan dan Evaluasi dalam Perkebunan Kelapa Sawit
Prinsip serta bentuk pemantauan yang dilakukan dalam pengelolaan
perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a DPengelola perkebunan kelapa sawit secara regular melakukan
pemantauan dan evaluasi afas rencana dan pelaksanaan kegiatan, yang
terkait dengan dampak terhadap lingkungan, yang kemudian
berdasarkan hasil pemantavan tersebut pihak pengelola melakukan
langkah koreksi dan perbaikan untuk operasional ke depan;

b Pengelola barus mempunyai sistem perbaikan dari semua aspek

lingkungan yang terus menerus dimonitor dan dievaluasi.

8. Insenfif dan Disinsentif oleh pemerintah terhadap Perkebunan

Pemerintah akan memberikan insentif Kepada pengelola yang
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lingkungan, sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,
sesuai dengan prinsip dan kriteria pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang
berkelanjutan. Sebaliknya pemerintah juga akan memberikan sanksi atau
mencabut ijin perusahaan/pengelola perkebunan kelapa sawit yang terbukti
mengabaikan persyaratan dan kualifikasi dari aspek lingkungan, sebagai
pengelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang tidak sesuai
dengan prinsip dan kriteria pengelolaan perkebunana kelapa sawit yang
berkelanjutan.’

Selain insentif pemerintah, diharapkan terdapat insentif dan disinsentif
dari pasar yang mengapresiasikan pengelola perkebunan kelapa sawit yang
memahami dan melaksanakan semua prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.
RAPERDA harus mengakomodasi kepentingan ini, tetapi dengan prinsip
untuk melindungi kepentingan produsen dan tidak pada tataran intervensi

pasar yang berlebiban.

9. Kelembagaan/Institusi Lingkungan Perkebunan

Pemerintah Daerah Provinsi Riau perlu membentuk organisasi dan
institusi penunjang lainnya atau meningkatkan kapasitas kelembagaan yang
ada, yang akan mendukung terlaksananya dengan baik dan bepar semua
prinsip dan kriteria lingkungan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit

yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
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Untuk lebih mengakomodasi terjaminnya implementasi aspek
lingkungan untuk tujuan yang lebih operasional, perubahan atau perbaikan
kelembagaan menjadi pokok usulan yang perlu dipertimbangkan. Perubahan
institusi terdiri dari dua hal. Pertama, perubahan secara internal atau proses
institusionalisasi atau pelembagaan. Kedua, perubahan norma atau nilai-nilai
atau struktur yang menjadi karakteristik instituis tersebut.

Tuntutan untuk melakukan perubahan institusional tidak dapat
dihindari, mengingat isu lingkungan sudah menjadi isu lintas batas, lintas
benua, lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu, yang belum bisa terakomodasi
dan tergambarkan dari struktur kelembagaan yang ada saat ini di Provinsi
Riau. Tujuan institusi terhadap lingkungan adalah untuk mendapatkan kinerja
yang lebih baik yang diharapkan atau untuk memperbaiki kinerja yang buruk,
salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perubahan
program dalam institusi."®

Semua bentuk aspek serta upayan yang dilakukan oleh pemerintah
maupun pihak pengelolah perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu
upaya dasar dalam perkebunan yang apabila tidak adanya pelaksanaan
tersebut, maka dalam proses pembangunan dibidang perkebunan pada
dasarnya akan lebih muda untuk terjadi konflik dalam lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Riau harus lebih memiliki progran

untuk mengupayakan dalam hak dan kewajiban pihak yang mengurus
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10 Hakekat Pembanguan Perkebunan Kelapa Sawit di Proviusi Riau

Pada dasarnya Pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan merujuk
pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Roundtable on
Sustainable (RSPQ), First Philippine Industrial Corp (FPIC) dan Klasifikasi
Kebun dengan dasar pemikiran untuk memberikan fokus perhatian pada aspek
lingkungan, sosial budaya dan hukum, yang pada intinya terfokus kepada:

a. Pada Aspek lingktméan, efisiensi dan keberlangsungan sumberdaya
alam bagi generasi yang akan datang menjadi sangat penting, sehingga
pembangunan perkebunan kelapa sawit di  Provinsi Riau dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan
daya dukung lahan dan memelihara kelestarian sumberdaya alam;

b. Pada aspek ekonomi, investasi usaha perkebunan sawit harus
menciptakan kesinambungan usaha dengan meminimalisir konflik
yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;

c. Pada aspek sosial budaya, perhatian difokuskan pada tanah adat, nifai
budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara
masyarakat dan pengusaha perkebunan yang memberi ruang bagi
negosiasi bagi kepentingan keduabelah pihak, minimal 20% atau lebih

sesual dengan kesepakatan dari jumlah areal Perkebunan Besar
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d. Pada aspek hukum hendaknya mengedepankan musyawarah dan
mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimulai dari ijin prinsip
hingga dikeluarkannya Hak Guna Usaha;

¢. Hendaknya peraturan daerah ini memuat perintah untuk melakukan
Legal Audit dan Legal Complient bagi perusahaan perkebunan yang
telah memilki ijin operasional di wilayahnya tersebut. Hal ini
diperlukan untuk mempersiapkan situasi usaha yang kondusif dan
menjamin kepastian hukum bagi pembangunan perkebunan sawit di
tingkat Provinsi.

f. Bioregion yang terintegrasi dengan kawasan,

g. Perlu evaluasi secara regular

h. Rekonsialisasi lahan

Prinsip serta hakekat bentuk pembangunan perkebunan diatas
merupakan ketentuan yang sangat penting untuk berjalannya proses
pembangunan di bidang pekebunan yang berkelanjutan, pemerintan dacrah

Provinsi Riau dapat melakukan upaya sesuai prinsip-prinsip dasar diatas.

C. Hubungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma di
Provinsi Riau
1. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma

Dalam hubungan pembangunan perkebunan kelapa sawit antara PY

Agro Sarimas Indonesia dengan masyarakat di Provins Riau memiliki
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perkebunan pola inti plasma. Program tersebut didukung pada dasamya
didukung oleh pemerintah daerah (pemda) dan di-back up oleh sebagian
anggota pemerintah yang pada dasamya bekerja sama dengan kaum pemodal
dalam hal ini adalah PT atau Perusahaan.'” Perusahaan sawit telah melakukan
sosialisasi di Provinsi Riau yang dalam hal ini biasa terjadi antara kelompok
tani dengan pihak PT Agro Sarimas Indonesia.

Dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit ke wilayah Riau,
akan menimbulkan isu lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan
meningkatkan pembangunan di daerah fersebut, merupakan sosialisasi dari
tujuan pembanguanan perkebunan sawit di Provinsi Riau. Kenyataan ini akan
mengisi kekosongan dalam bidang perekonomian yang diperoleh masyarakat
sebagai kelompok tani dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, atas dasar
kerja sama antara pihak PT Agro Sarimas Indonesia dengan kelomok tani di
Provinsi Rian. Berkaiatan dengan hubungan pembangunan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia, yang pada dasarya diatur dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 18 Tahun
2004 tentang Perkebunan. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada
perusahaan perkebunan sawit untuk menguasai dan mengusabakan tanah yang
diserahkan oleh masyarakat kepada perusabaan perkebunan selama 35 tahun
dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Hak menguasai dan
mengusahakan tanah tersebut dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU).

v ? Arizal, 2007, Large-scale Palm Oil Plantation and Iis Implication to Local Communities: An
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Setelah masa HGU selesai, tanah masyarakat yang tadinya diserahkan
ke perusahaan (baik setelah 35 tahun maupun setelah diperpanjang lagi 25
tahun) tidak akan dikembalikan lagi ke masyarakat, tetapi dikembalikan ke
negara. Schingga tanah masyarakat yang tadinya diserahkan ke perusahaan
statusnya bukan lagi tanah ulayat masyarakat, tetapi tanah negara. Ketentuan
ini menjadi dasar pertimbangan masyarakat pada umumnya nntuk melakukan
kerja sama di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit antara pihak PT
dengan masyarakat, khususnya kelompok tani.

Informasi inilah yang tidak pernah dijelaskan secara jujur dan terbuka
oleh perusahaan perkebunan sawit, aparat pemda Provinsi Riau, dan anggota
DPRD ketika melakukan sosiafisasi di wilayah tersebut. Masyarakat tidak
pemah diberitahu bahwa mercka akan kehilangan haknya atas tanah yang
diserahkan sebagai lahan inti perkebunan sawit. Kehilangan hak atas tanah dan
perubahan status tanah menjadi tanah negara inilah yang menjadi sumber
konflik dan proses pemiskinan masyarakat yang paling fundamental dalam
perkebunan skala besar dengan skema perkebunan inti-plasma, yang pada
gilirannya berpoténsi menjadi kutuk bagi masyarakat Riau.

Skema perkebunan inti-plasma di Provinsi Rian adalah skema
kemitraan perkebunan sawit dengan perasahaan sebagai bapak angkat yang
mempunyai lahan inti dan membangun perkebunan rakyat (plasma) sebagai

anak angkat dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan yang
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Dalam skema perkebunan inti-plasma, perusahaan perkebunan sawit
menawarkan beberapa model alokasi perkebunan plasma. Misal model 8:2,
dimana setiap 10 hektar lahan yang diserahkan ke perusahaan, perusahaan
perkebunan sawit akan mengoperasikan 8 hektar perkebunan inti dan
masyarakat memperoleh 2 hektar kebun plasma. Di beberapa tempat, model
lainnya adalah model 9:1, dimana dari setiap 10 hektar lahan yang diserahkan
ke perusahaan, 1 hektar lahan akan dibangun oleh perusahaan dan dikelola
oleh masyarakat sebagi kebun plasma. Serta pembagian dalam bentuk 40 %
untuk pengelolah dan 60% untuk pemilik tanah serta masih ada beberapa
model lainnya.'®

Dalam hal ini penulis telah mendapatkan dokumen tentang model
alokasi lahan inti-plasma yang direncanakan oleh PT Agro Sari Mas Indonesia
dengan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi
Riau, yang ketentuannya bahwa tiap-tiap masyarakat yang terlibat dalam
skema perkebunan inti-plasina akan mendapatkan 2 hektar plot kebun sawit
atau yang sering disebut dengan 1 kapling.

Kebun plasma yang dibangun oleh PT tentunya tidak gratis diberikan
ke masyarakat peserta petani plasma. Petani plasma diwajibkan membayar
seleruh modal yang sudah diinvestasikan perusahaan untuk membangun

kebun plasma masyarakat. Semua investasi kebun plasma yang dibangun oleh
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Kewajiban tersebut mulai dari biaya pembersihan lahan (Jand
clearing), bibit dan pembibitan, penranaman, perawatan (termasuk biaya
pestisida dan herbisida) dan pemupukan (seperti pupuk KCL, SP36, Urea,
MPK, dan kapur), hingga pemanenan.

Sesuai dengan keterangan kelompok tani di Provinsi Riaun, yaitu:
Bapak Samuri/Tukirin dan H. Salim, menunjukkan fakta bahwa petani plasma
bisa dibebani hutang mulai dari Rp. 30 juta hingga Rp. 60 juta rupiah. Fakta
ini semakin dikuatkan oleh hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh
Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch (Marti, 2008), yang
melaporkan bahwa petani plasma bisa diwajibkan nembayar hutang hirgga
Rp. 60 juta rupiah. Informasi tentang kewajiban membayar hutang inilah yang
tidak pernah dijelaskan secara jujur dan terbuka oleh perusahaan sawit ketika -
mereka melakukan sosialisasi di masyarakat. Seperti pengalaman masyarakat
lainnya di banyak tempat, kewajiban membayar hutang sangat berpotensi
menjadi kutuk bagi masyarakat Riau."

Hutang petani plasma yang cukup besar ini membuat mereka kesulitan
membayar kewajiban hutangnya. Hal ini semakin diperburuk dengan kecilnya
luasan lahan milik petani plasma yang hanya 2 hektar saja, yang memang
cukup kecil kemungkinannya untuk bisa mensejahterakan petani plasma,
bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan schari-hari (Marti, 2008).
Penelitian yang dilakukan Barlow, (2006) menyatakan secara jujur bahwa 2

hektar kebun plasma sangat tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan
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petani plasma, terutama saat produktivitas kebun sawit rendah di tahun-tahun
awal pemanenan (tahun ke-4 dan ke-5)

Belum lagi jika misalnya kuantitas dan kualitas produksi tandan buah
sawit segar (TBS) rendah, harga sawit di pasaran internasional dan domestik
anjlok (jatuh), dan harga TBS ditentukan secara sepihak oleh perusahaan,
maka bisa dipastikan petani plasma akan tetap hidup dalam kubangan
kemiskinan dan semakin dalam terjerat hutang.

Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa skema inti-plasma dalam
perkebunan sawit gagal mensejahterakan petani plasma dan hanya
mensejahterakan segelintir perusahaan perkebunan sawit. Bahkan hanya
mensejahterakan scbagian kecil elit desa, pejabat pemerintah serta pihak
perusahaan. Hal ini sejalan dengan pemnyataan fakta bahwa keuntungan
perkebunan sawit hanya dinikmati oleh segelintir orang yang
mengatasnamakan kepentingan pembangunan.

Berkaitan dengan kesempatan kerja, benar bahwa kegiatan
pengusahaan perkebunan sawit membutuhkan banyak tenaga kerja langsung
dan tenaga teknis dalam pengelolaannya.m Boleh jadi buruh perkebunan sawit
akan didatangkan dari luar Riau, terutama dari Pulan Jawa dan Madura yang
telah terbiasa menjadi buruh terampil dengan sistem pertanian intensif.

Namun, bagi penduduk asli Riau yang umumnya tidak memiliki
keahlian (unskilled-labor) dan tingkat pendidikan rendah diduga hanya akan

menjadi buruh kasar perkebunan sawit dengan Sistem kerja 4-8 jam
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(tergantung jenis kontrak kerja, apakah buruh permanen, semi permanen, atau
outsourcing) dan upab murah serta tanpa jaminan sosial (misal asuransi
kesehatan).

Disinilah proses kemiskinan rakyat tersebut terjadi. Penduduk asli
yang kehilangan haknya atas tanah sebagai alat produksi akan menjadi buruh
kasar di bekas tanahnya sendiri dan harns menjual tenaganya di perkebunan
sawit dengan upah murah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Kehilangan hak atas tanah sebagai akibat dari perubahan status kepemilikan
tanah menjadi tanah negara membuat pehduduk asli tidak mampu lagi
berproduksi untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang intelektual tinggi

menyebut proses ini sebagai pemiskinan struktural.

2. Pemicu Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma

Disinilah konflik perkebunan kelapa sawit akan timbul, serta konflik
sosial dalam kegiatan investasi berbagai sektor merupakan persoalan yang
sering terjadi di Indonesia, termasuk sektor perkebunan sawit. Banyak hasil
penclitian melaporkan bahwa kebadiran perkebunan sawit telah menimbulkan
konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal berkaitan dengan konflik
‘antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, serta antara masyarakat
dengan pemerintah lokal. Sementara konflik horizontal berkaitan dengan
konflik yang terjadi di dalam dan antara kelompok masyarakat.

Fakta menunjukan bahwa semua perkebunan sawit di Sumatera yang
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lokal. Bahwa hampir semua perusahaan perkebunan besar di Sumatera, baik
milik negara maupun swasta, pernah dan masih terus bersinggungan dengan
konflik tanah dengan masyarakat lokal. Hingga Januari 2008, Sawit Warch
mencatat bahwa sedang berlangsung 513 konflik antara masyarakat dengan
perkebunan sawit di Indonesia yang melibatkan 135 perusahaan milik negara
maupun swasta. Konflik tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari
konflik tanah hingga konflik lingkungan.?!

Konflik serupa berpotensi terjadi di Provinsi Riau dan sangat
berpotensi menjadi kutuk bagi para petani plasma. Bukan saja karena tanah
merupakan alat produksi yang sangat penting bagi pemenuhan hidup
(ckonomi) masyarakat Riau, tetapi tanah juga menyangkut identitas dan
martabat .pemiliknya dan satu-satunya media yang bisa menyatukan puluhan
suku di Riau (kultural dan sosiologis).

Pengalaman konflik yang pernah terjadi sebagai akibat dari masuknya
perusahaan kelapa sawit secara bertahap, beberapa tahun yang lalu bisa
dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi masyarakat Riau. Konflik telah
mengakibatkan pembakaran base camp dan penyanderaan alat-alat berat milik
perusahaan kayu. Konflik juga telah mengakibatkan perpecahan dalam suku di
wilayah tersebut.

Pola konflik yang sama boleh jadi berpotensi berulang terjadi di Riau.

Tentu perusahaan sawit yang saat ini sedang gencar-gencamya melakukan
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